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ABSTRACT

The phenomenon of Rohingya refugees arriving in Indonesia also demonstrates the practice of
humanitarian diplomacy as classified by Minear and Smith, particularly in the aspects of negotiating
access to aid and advocating for the protection of civil society. The research questions are: 1. How does
Indonesian diplomacy encourage ASEAN to be involved in handling the Rohingya crisis? 2. What are the
inhibiting factors faced by Indonesia in encouraging ASEAN to take collective action regarding the
Rohingya crisis? The research method used is the Qualitative Descriptive method. The theory used is the
theory of Indonesian Humanitarian Diplomacy. Based on the research results in the previous chapters, it
can be concluded that Indonesia's humanitarian diplomacy in handling the Rohingya crisis in Myanmar
through the ASEAN forum is a reflection of Indonesia's commitment to prioritizing humanitarian values
while maintaining regional stability. This diplomacy is carried out through a persuasive, dialogical, and
cooperative approach, both through bilateral channels with Myanmar and through ASEAN multilateral
mechanisms. Indonesia consistently strives to keep the Rohingya issue on the regional agenda by framing
it as a humanitarian issue, not merely a domestic issue for Myanmar. This strategy allows Indonesia to
continue playing an active role without directly violating the principle of non-interference which is a basic
norm of ASEAN. In practice, Indonesia utilizes various forums such as the ASEAN Ministerial Meeting,
the ASEAN Summit, and encourages the optimization of the role of the ASEAN Coordinating Center for
Humanitarian Assistance (AHA Center) in distributing aid.
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PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan kajian dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional yang menganalisis
diplomasi kemanusiaan Indonesia dalam forum ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)
dalam penanganan krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar pada periode 2017-2025. Krisis
kemanusiaan kontemporer tidak lagi bersifat lokal, melainkan memiliki implikasi lintas batas yang
berdampak pada stabilitas kawasan dan hubungan antarnegara. Salah satu krisis kemanusiaan paling
kompleks dan berkepanjangan di Asia Tenggara adalah krisis yang menimpa etnis Rohingya di
Myanmar, yang tidak hanya mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan
tantangan serius bagi keamanan regional dan kerja sama

Kawasan (Setiawan & Hamka, 2020). Faktor wilayah turut memperumit krisis Rohingya,
mengingat Negara Bagian Rakhine memiliki posisi strategis baik secara geopolitik maupun ekonomi
bagi Myanmar. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Bangladesh dan menjadi jalur penting
perdagangan serta proyek infrastruktur strategis (Momem, 2021). Keberadaan proyek-proyek strategis di
Rakhine mendorong pendekatan keamanan negara yang berlebihan, di mana Rohingya dipersepsikan
sebagai potensi ancaman stabilitas. Pendekatan ini menyebabkan kebijakan militerisasi wilayah yang
berdampak langsung pada masyarakat sipil, khususnya etnis Rohingya (Druce, 2019).
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Sebaran geografis konflik Rohingya di Negara Bagian Rakhine menunjukkan bahwa wilayah
konflik Rohingya berada di kawasan perbatasan yang rawan, sehingga memudahkan terjadinya arus
pengungsian lintas negara. Kondisi geografis ini menjelaskan mengapa krisis Rohingya dengan cepat
berkembang menjadi isu regional. Etnis Rohingya merupakan minoritas Muslim yang selama puluhan
tahun mengalami diskriminasi sistematis oleh pemerintah Myanmar. Akar krisis ini terletak pada
Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar Tahun 1982 yang tidak mengakui Rohingya sebagai salah
satu dari 135 etnis resmi, sehingga mereka berstatus tanpa kewarganegaraan (statelessness). Kondisi
tersebut menyebabkan hilangnya akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan,
kebebasan bergerak, dan perlindungan hukum, yang membuat etnis Rohingya berada dalam posisi
sangat rentan (Ng Surja Ningsih et al., 2025).

Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar Tahun 1982 tidak hanya berfungsi sebagai
instrumen hukum administratif, tetapi juga menjadi alat politik negara dalam mendefinisikan identitas
nasional secara eksklusif. Melalui regulasi 3 ini, negara secara sistematis membedakan antara ‘warga
negara asli’ dan kelompok lain yang dianggap tidak memiliki legitimasi historis, termasuk etnis
Rohingya (Cheesman, 2017).

Pengelompokan kewarganegaraan ke dalam tiga kategori full citizenship, associate citizenship,
dan naturalized citizenship menempatkan Rohingya di luar seluruh kategori tersebut. Kondisi ini
memperkuat praktik eksklusi struktural yang dilegalkan negara, sehingga diskriminasi terhadap
Rohingya tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga dilembagakan secara hukum. Akibatnya, kekerasan
yang terjadi terhadap Rohingya cenderung dibiarkan, bahkan dibenarkan, atas nama kedaulatan dan
hukum domestic (Putri et al., 2023). Kondisi tanpa kewarganegaraan tersebut berdampak langsung pada
pembatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kebebasan bergerak, serta perlindungan
hukum.

Dalam perspektif hukum internasional, kebijakan ini bertentangan dengan prinsip non-
diskriminasi dan hak atas kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Universal Declaration of Human
Rights Pasal 15. Diskriminasi struktural ini kemudian memicu eskalasi kekerasan, yang mencapai
puncaknya pada tahun 2017 ketika operasi militer Myanmar menyebabkan gelombang pengungsian
besar-besaran etnis Rohingya ke negara-negara tetangga (Yoni, 2022). Selain itu, situasi ini menciptakan
tantangan bagi negara-negara penerima pengungsi dalam menyeimbangkan tanggung jawab
kemanusiaan dan keamanan nasional (Audi et al., 2025a). Pemerintah Myanmar menganggap etnis
Rohingya sebagai imigran gelap dari Bangladesh karena kesamaan ciri fisik dengan etnis Bengali,
sehingga mereka tidak 4 diakui sebagai warga negara Myanmar.

Krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar merupakan salah satu tragedi
kemanusiaan paling serius di Asia Tenggara dalam beberapa dekade terakhir. Etnis Rohingya, yang
mayoritas beragama Islam, telah lama mengalami diskriminasi struktural, penolakan status
kewarganegaraan, serta pembatasan hak-hak sipil oleh pemerintah Myanmar (Wekke et al., 2017). Sejak
meletusnya kekerasan besar-besaran pada tahun 2012 dan mencapai puncaknya pada tahun 2017,
ratusan ribu warga Rohingya terpaksa melarikan diri ke negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia,
Thailand, dan Indonesia. Kondisi ini menimbulkan dampak serius bagi stabilitas kawasan Asia
Tenggara, baik dari aspek politik, sosial, ekonomi, maupun keamanan (Faye, 2021). Menggambarkan
kondisi pengungsi Rohingya yang hidup dalam keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Situasi
ini memperkuat urgensi respons kemanusiaan, baik dari negara-negara tujuan pengungsi maupun
melalui kerja sama regional ASEAN.

Sebagai dampak dari tidak adanya kewarganegaraan, kelompok etnis Rohingya tidak dapat
menikmati akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Pemerintah
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Myanmar tidak mengakui kewarganegaraan Rohingya karena menganggap komunitas Muslim ini
bukanlah etnis yang telah ada di Myanmar sebelum negara tersebut merdeka pada tahun 1948.

Pernyataan ini ditegaskan oleh Presiden Myanmar, Thein Sein, pada tahun 2012, yang
menyatakan bahwa Myanmar tidak dapat memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya yang
dianggap sebagai imigran ilegal dan pelintas batas dari Bangladesh (Pazli et al., 2023). Diskriminasi
struktural yang dilembagakan melalui kebijakan kewarganegaraan tersebut memicu eskalasi konflik dan
kekerasan yang berulang. Selain faktor hukum kewarganegaraan, krisis Rohingya juga dipengaruhi oleh
dimensi rasisme etnis dan sentimen keagamaan yang mengakar kuat dalam masyarakat Myanmar.
Rohingya tidak hanya dipersepsikan sebagai kelompok etnis asing, tetapi juga sebagai ancaman identitas
nasional dan agama mayoritas Buddha (C. Hussain et al., 2023).

Narasi kebencian yang berkembang, baik melalui media maupun elite politik, membingkai
Rohingya sebagai kelompok ekstremis dan imigran ilegal. Sentimen Islamofobia ini memperparah
legitimasi sosial terhadap tindakan represif aparat keamanan dan kelompok nasionalis Buddha. Dengan
demikian, kekerasan terhadap Rohingya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi
antara kebijakan negara, rasisme etnis, dan intoleransi agama (Bakali, 2022).

Puncak krisis terjadi pada tahun 2017 ketika operasi militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine
menyebabkan pengungsian massal etnis Rohingya ke berbagai negara tetangga. Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) bahkan menyebut etnis Rohingya sebagai salah satu kelompok paling tertindas di dunia.
Laporan Médecins Sans Frontieres (MSF) mencatat bahwa ratusan ribu Rohingya terpaksa melarikan
diri ke Bangladesh, disertai ribuan korban jiwa akibat kekerasan sistematis yang dilakukan aparat
keamanan Myanmar (Prasse-Freeman, 2017). Krisis kemanusiaan Rohingya semakin kompleks pasca
kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021 yang memperburuk situasi politik dan keamanan
domestik. Kudeta tersebut tidak hanya memperlemah perlindungan hak asasi manusia di Myanmar,
tetapi juga menghambat upaya diplomatik regional, termasuk implementasi Five-Point Consensus
ASEAN. Kondisi ini memicu gelombang pengungsian baru dan memperpanjang krisis kemanusiaan
Rohingya hingga tahun 2025 (Bari, 2020).

Krisis Rohingya dengan demikian tidak dapat dipandang sebagai persoalan domestik Myanmar
semata. Arus pengungsi lintas batas telah menimbulkan tekanan sosial, ekonomi, dan keamanan di
negara-negara tujuan, termasuk Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Data UNHCR
menunjukkan bahwa jumlah pengungsi Rohingya terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan lebih
dari satu juta pengungsi tercatat hingga tahun 2025. Kondisi ini menjadikan krisis Rohingya sebagai isu
regional yang secara langsung memengaruhi stabilitas kawasan Asia Tenggara (Gorlick, 2020). Krisis
Rohingya mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2017 dan terus berlanjut hingga tahun 2025.
Lonjakan jumlah pengungsi pada periode tersebut menunjukkan bahwa krisis ini bersifat
berkepanjangan dan belum menemukan solusi yang berkelanjutan. Data ini menegaskan bahwa
permasalahan Rohingya bukan hanya krisis kemanusiaan sesaat, melainkan isu struktural yang
berdampak langsung terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Sebagai organisasi regional, ASEAN dihadapkan pada dilema serius dalam merespons krisis ini.
Di satu sisi, ASEAN menjunjung tinggi prinsip noninterference atau tidak mencampuri urusan
domestik negara anggota sebagai fondasi utama kerja sama kawasan. Namun di sisi lain, krisis Rohingya
menuntut adanya respons kolektif yang berorientasi pada perlindungan kemanusiaan dan hak asasi
manusia. Keterbatasan mekanisme ASEAN dalam menangani konflik internal negara anggota
menyebabkan respons regional terhadap krisis Rohingya cenderung bersifat normatif dan kurang efektif
(Wakhidah, N, 2014). Dalam konteks keterbatasan ASEAN tersebut, Indonesia mengambil peran
diplomatik yang lebih proaktif dengan mendorong ASEAN untuk bergerak ke arah pendekatan
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kemanusiaan yang lebih fleksibel. Indonesia tidak secara langsung menantang prinsip non-interference,
tetapi menafsirkan ulang prinsip tersebut melalui jalur diplomasi kemanusiaan.

Melalui forum ASEAN, Indonesia mendorong penguatan kerja sama kemanusiaan, dialog
inklusif dengan Myanmar, serta implementasi Five-Point Consensus pasca kudeta 2021. Arah diplomasi
Indonesia berupaya menggeser ASEAN dari pendekatan pasif menuju keterlibatan konstruktif
(constructive engagement) berbasis perlindungan kemanusiaan (Alvionita & Rizqullah, 2023).
Indonesia kemudian mengembangkan diplomasi kemanusiaan sebagai instrumen utama dalam
merespons krisis Rohingya. Melalui dialog bilateral dengan Myanmar, pengiriman bantuan
kemanusiaan, serta pengangkatan isu Rohingya dalam forum-forum ASEAN, Indonesia berupaya
menyeimbangkan prinsip noninterference dengan kebutuhan mendesak perlindungan hak asasi
manusia. Pendekatan ini menunjukkan upaya Indonesia untuk berperan sebagai jembatan antara
kepentingan nasional, norma regional ASEAN, dan tuntutan kemanusiaan internasional (Fitria, 2023).

Fenomena diplomasi kemanusiaan Indonesia dalam merespons krisis Rohingya dapat dianalisis
melalui kerangka humanitarian diplomacy sebagaimana dikemukakan oleh Larry Minear dan Hazel
Smith. Menurut Minear dan Smith, diplomasi kemanusiaan merupakan upaya aktor negara maupun
non-negara untuk memperoleh akses, memengaruhi kebijakan, serta menciptakan ruang politik demi
perlindungan dan bantuan bagi populasi yang terdampak krisis. Dalam konteks Indonesia, praktik
diplomasi kemanusiaan ini didorong oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan (Tiola &
Marzuki, 2021). Dari sisi internal, landasan normatif diplomasi kemanusiaan Indonesia berakar kuat
pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya prinsip
bahwa penjajahan dan penindasan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai
perikemanusiaan dan perikeadilan.

Nilai konstitusional ini sejalan dengan pandangan Minear dan Smith yang menempatkan
diplomasi kemanusiaan tidak hanya sebagai respons teknis terhadap krisis, tetapi juga sebagai ekspresi
nilai moral dan komitmen etis negara terhadap perlindungan manusia. Dalam hal ini, keterlibatan
Indonesia dalam isu Rohingya mencerminkan peran negara sebagai humanitarian advocate, yakni aktor
yang menggunakan jalur diplomasi untuk memperjuangkan akses bantuan, dialog, dan perlindungan
bagi kelompok yang mengalami penindasan sistematis (Halim et al., 2022).

Sementara itu, dari sisi eksternal, konflik berkepanjangan di Myanmar telah memunculkan
krisis kemanusiaan yang berdampak langsung terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara. Arus
pengungsi Rohingya lintas batas menciptakan tantangan keamanan non-tradisional yang bersifat
regional, mulai dari tekanan sosial dan ekonomi di negara penerima hingga potensi instabilitas politik
kawasan. Dalam kerangka Minear dan Smith, kondisi ini memperkuat urgensi diplomasi kemanusiaan
sebagai instrumen negosiasi politik untuk membuka akses kemanusiaan dan mencegah eskalasi krisis.
Indonesia memanfaatkan forum ASEAN sebagai ruang diplomasi multilateral untuk mendorong
keterlibatan kolektif, sekaligus menegosiasikan kepentingan kemanusiaan tanpa secara langsung
melanggar prinsip non-interference (Alvionita & Rizqullah, 2023).

Fenomena pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia juga menunjukkan praktik diplomasi
kemanusiaan sebagaimana diklasifikasikan oleh Minear dan Smith, khususnya dalam aspek negosiasi
akses bantuan dan advokasi perlindungan masyarakat sipil. Indonesia tidak hanya memberikan bantuan
kemanusiaan secara langsung, tetapi juga menggunakan posisi diplomatiknya untuk memengaruhi sikap
Myanmar dan ASEAN agar lebih responsif terhadap krisis. Pendekatan ini menempatkan Indonesia
sebagai humanitarian broker, yakni aktor yang menjembatani kepentingan kemanusiaan dengan realitas
politik Kawasan (Fitria, 2023).

Dengan demikian, diplomasi kemanusiaan Indonesia terhadap krisis Rohingya dapat dipahami
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sebagai implementasi konkret teori Minear dan Smith, di mana diplomasi berfungsi sebagai alat untuk
menciptakan ruang kemanusiaan di tengah 11 keterbatasan struktur politik regional. Pendekatan ini
menunjukkan bahwa diplomasi kemanusiaan Indonesia tidak semata didorong oleh pertimbangan
moral, tetapi juga oleh kebutuhan strategis untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara melalui
mekanisme dialog, bantuan, dan advokasi kemanusiaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian
ini berfokus pada analisis diplomasi kemanusiaan Indonesia dalam forum ASEAN dalam menangani
krisis Rohingya periode 2017-2025. Penelitian ini penting untuk memahami sejauh mana diplomasi
kemanusiaan dapat menjadi alternatif strategis dalam menghadapi keterbatasan prinsip non-
interference ASEAN, sekaligus menjelaskan posisi dan peran Indonesia dalam menjaga stabilitas dan
kredibilitas kawasan Asia Tenggara.

METODE

Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka
(library research). Menurut Setyosari (2016), penelitian kualitatif berparadigma post-positivistik
memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang tidak tunggal dan objektif, melainkan dikonstruksi
secara dinamis melalui interpretasi yang kontekstual. Oleh karena itu, kebenaran dalam penelitian ini
dipahami sebagai hasil pemaknaan yang berkembang, bukan fakta yang absolut (Pratama & Mukhlis,
2023). Sejalan dengan pandangan post-positivistik, studi pustaka digunakan untuk menelaah secara
kritis teori dan penelitian terdahulu guna memahami makna dan dinamika fenomena sosial, sehingga
analisis yang dihasilkan bersifat komprehensif, logis, dan berbasis kerangka teoritis yang mapan
(Afiyanti, 2014). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena relevan untuk kajian ilmu
sosial, khususnya dalam menganalisis isu pelanggaran HAM. Data diperoleh dari sumber ilmiah dan
historis, termasuk media massa serta situs resmi, yang dianalisis berdasarkan faktor dan variabel terkait
untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dalam studi hubungan internasional (Runtunuwu

& Tjahyadi, 2023).

PEMBAHASAN
Diplomasi Kemanusiaan Indonesia dalam Krisis Rohingya di ASEAN
Deklarasi Kemanusiaan Indonesia

ASEAN Sejak eskalasi krisis Rohingya pada tahun 2017, Indonesia bersama negaranegara
anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) secara konsisten mendorong respons
kolektif berbasis pernyataan politik kemanusiaan terhadap situasi di Myanmar. Pendekatan ini
diwujudkan melalui berbagai joint statements, pernyataan bersama tingkat menteri, chairman
statements, serta komunike konferensi tingkat tinggi yang menempatkan isu kemanusiaan sebagai
perhatian kawasan tanpa secara langsung melanggar prinsip non-interference yang menjadi norma
fundamental ASEAN (Alvionita & Rizqullah, 2023).

Melalui strategi tersebut, ASEAN berupaya menciptakan ruang keterlibatan normatif dalam
krisis domestik negara anggota dengan tetap menjaga stabilitas politik intra-kawasan. Indonesia
berperan aktif dalam mendorong agar krisis Rohingya tidak diposisikan semata sebagai persoalan
domestik Myanmar, melainkan sebagai isu kemanusiaan yang berdampak regional. Peran tersebut
tercermin dalam keterlibatan konsisten Indonesia pada forum resmi ASEAN, seperti ASEAN
Ministerial Meeting (AMM) dan ASEAN Summit, di mana Indonesia menekankan pentingnya
komitmen kolektif terhadap perlindungan masyarakat sipil, pembukaan akses bantuan, serta stabilisasi
situasi kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine (Fitria, 2023).
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Diplomasi ini juga diarahkan untuk membangun legitimasi kawasan dalam merespons krisis
pengungsian lintas batas yang berdampak langsung pada keamanan non-tradisional Asia Tenggara.
Secara institusional, konsistensi diplomasi kemanusiaan Indonesia-ASEAN tercermin dalam frekuensi
pembahasan krisis Rohingya pada berbagai forum resmi kawasan. Sejak 2017, isu Rakhine secara
berkelanjutan masuk dalam agenda pertemuan tingkat menteri hingga kepala negara, menghasilkan
berbagai dokumen politik yang memperkuat perhatian regional terhadap dimensi kemanusiaan
Myanmar. Humanitarian Dialogues & Track 1,5 Fasilitator dialog inklusif Rekomendasi bantuan
Diplomasi non formal Sumber : ASEAN Chair Statements, AMM Joint Communiqués, AHA Centre
Reports, serta laporan media regional dan publikasi akademik mengenai diplomasi kemanusiaan
ASEAN, yang diolah peneliti tahun 2026 Penguatan pendekatan politik kemanusiaan kawasan
mencapai momentum penting melalui adopsi Five-Point Consensus pada tahun 2021. Walaupun
konsensus ini lahir dalam konteks krisis politik pascakudeta militer Myanmar, substansi yang memuat
penghentian kekerasan, dialog inklusif, serta penyaluran humanitarian assistance memiliki relevansi
langsung terhadap penanganan krisis Rohingya, khususnya dalam membuka ruang akses bantuan di
wilayah terdampak seperti Rakhine State. Konsensus ini kemudian berfungsi sebagai kerangka normatif
sekaligus operasional bagi keterlibatan ASEAN dalam tata kelola krisis kemanusiaan Myanmar.

Berdasarkan laporan resmi ASEAN dan ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian
Assistance on Disaster Management (AHA Centre), sejak 2017 hingga 2025 dimensi kemanusiaan
Myanmar secara konsisten diakomodasi dalam pernyataan kawasan dan ditindaklanjuti melalui
mekanisme bantuan. Implementasi Five-Point Consensus dijadikan kerangka operasional dalam
penyaluran bantuan, termasuk melalui pelaksanaan Joint Needs Assessment (JNA) yang melibatkan
AHA Centre dan ASEAN Emergency Response and Assessment Team (ERAT) untuk mengidentifikasi
kebutuhan dasar masyarakat terdampak sebagai dasar distribusi bantuan (Ar Rasyid & Rijal, 2023).
Secara operasional, hasil asesmen tersebut memetakan kebutuhan prioritas yang meliputi ketahanan
pangan darurat, hunian sementara, layanan kesehatan dasar, air bersih dan sanitasi, serta perlindungan
kelompok rentan. Distribusi bantuan yang difasilitasi AHA Centre mencakup paket makanan, hygiene
kits, selimut, tenda darurat, layanan kesehatan bergerak, serta dukungan logistik kamp pengungsi.
Bantuan ini disalurkan melalui koordinasi dengan otoritas lokal Myanmar dan mitra kemanusiaan
internasional, meskipun akses lapangan tetap terbatas oleh situasi keamanan domestik.

Indonesia sendiri memainkan peran operasional signifikan dalam diplomasi kemanusiaan
kawasan. Selain kontribusi finansial dan logistik, Indonesia menginisiasi program Humanitarian
Assistance for Sustainable Community (HASCQO) di Rakhine yang mencakup pembangunan sekolah,
fasilitas kesehatan, serta program pemberdayaan masyarakat. Pada fase awal krisis 2017, Indonesia juga
mengirimkan kapal kemanusiaan yang membawa ribuan ton bantuan logistik bekerja sama dengan
lembaga nasional seperti PMI dan BNPB. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia
tidak berhenti pada humanitarian advocacy, tetapi berkembang menjadi humanitarian engagement
yang bersifat implementatif. Data empiris tersebut menunjukkan bahwa komitmen politik kemanusiaan
ASEAN memiliki implikasi praktis dalam membuka akses operasional bagi aktor bantuan. Namun
efektivitas implementasinya tetap dibatasi oleh situasi keamanan domestik Myanmar, keterbatasan akses
lapangan, serta hambatan politik dari otoritas setempat. Dengan demikian, fungsi utama deklarasi
kawasan lebih terlihat sebagai instrumen legitimasi politik dan fasilitasi akses kemanusiaan, belum
sebagai alat penekan yang mampu mengurangi arus pengungsian Rohingya secara signifikan. Penelitian
ini menggunakan pernyataan resmi pejabat negara sebagai sumber primer yang bersifat otoritatif.

Dalam High-Level Conference on the Situation of Rohingya Muslims and Other Minorities in
Myanmar yang diselenggarakan Majelis Umum PBB, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno
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L.P. Marsudi menyatakan: “A comprehensive solution can only be achieved by addressing the root
causes through inclusive dialogue, in line with the Five-Point Consensus.” (Antara, 2023). Pernyataan
tersebut menegaskan posisi diplomasi Indonesia yang memandang komitmen politik kemanusiaan
ASEAN sebagai langkah awal yang penting, namun harus diiringi penyelesaian akar konflik melalui
dialog inklusif, rekonsiliasi politik, serta jaminan perlindungan hak sipil di Myanmar. Dalam kerangka
teori diplomasi kemanusiaan Minear dan Smith, praktik pernyataan politik kemanusiaan Indonesia-
ASEAN dapat dikategorikan sebagai bentuk humanitarian advocacy pada tingkat regional. Instrumen
ini berfungsi menciptakan normative space yang memungkinkan ASEAN terlibat dalam isu
kemanusiaan Myanmar tanpa harus menggunakan instrumen koersif yang berpotensi melanggar prinsip
kedaulatan. Pada saat yang sama, bantuan operasional melalui AHA Centre merepresentasikan dimensi
operational humanitarian diplomacy yang memperkuat legitimasi keterlibatan kawasan. Dari perspektif
defensive neorealism, pendekatan berbasis deklarasi mencerminkan rasionalitas negara-negara ASEAN
dalam menjaga stabilitas kawasan. Indonesia memanfaatkan instrumen politik non-koersif sebagai
bentuk tekanan moral dan diplomatik yang terukur, sehingga tidak memicu konflik intrakawasan
maupun resistensi politik dari Myanmar. Strategi tersebut sejalan dengan kepentingan nasional
Indonesia dalam memitigasi ancaman keamanan nontradisional, khususnya arus pengungsian lintas
batas dan instabilitas regional (Rosyidin & Dir, 2021).

Namun demikian, pendekatan deklaratif memiliki keterbatasan struktural. Pernyataan politik
kemanusiaan ASEAN tidak bersifat mengikat secara hukum dan implementasinya sangat bergantung
pada kemauan politik negara anggota, terutama Myanmar sebagai pihak utama konflik. Akibatnya,
terdapat kesenjangan antara komitmen normatif kawasan (diplomatic output) dan realisasi kebijakan di
lapangan (humanitarian outcome). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa deklarasi kemanusiaan
Indonesia- ASEAN lebih berfungsi sebagai access enabler, norm builder, dan crisis mitigator jangka
pendek dibandingkan sebagai conflict resolver maupun structural transformer terhadap akar konflik
yang berkaitan dengan kewarganegaraan, diskriminasi etnis, dan kekerasan berbasis negara. Meskipun
demikian, keberadaan deklarasi tetap memiliki signifikansi strategis sebagai fondasi normatif dan
institusional yang memungkinkan keterlibatan berkelanjutan ASEAN dalam tata kelola krisis
kemanusiaan di Myanmar Meskipun demikian, keberadaan deklarasi tetap memiliki signifikansi
strategis sebagai fondasi normatif dan institusional yang memungkinkan keterlibatan berkelanjutan
ASEAN dalam tata kelola krisis kemanusiaan di Myanmar. Melalui kombinasi antara advokasi politik,
mekanisme kelembagaan, dan bantuan operasional, diplomasi kemanusiaan Indonesia-ASEAN
membentuk kerangka respons regional yang adaptif, meskipun belum sepenuhnya mampu
menghasilkan resolusi konflik yang bersifat struktural dan permanen.

Indonesia Menangani Isu Rohingya di ASEAN

Indonesia memainkan peran strategis dalam mendorong masuknya krisis Rohingya ke dalam
agenda resmi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Peran tersebut dijalankan melalui
diplomasi aktif dengan memanfaatkan berbagai mekanisme kelembagaan kawasan, khususnya ASEAN
Ministerial Meeting (AMM), ASEAN Summit, serta pertemuan khusus terkait situasi Myanmar. Melalui
forumforum tersebut, Indonesia secara konsisten menegaskan bahwa krisis Rohingya tidak lagi dapat
dipandang semata sebagai konflik domestik, melainkan telah berkembang menjadi persoalan
kemanusiaan dan keamanan non-tradisional yang berdampak lintas batas kawasan (Suwandari &
Sugito, 2021). Dalam setiap pembahasan tingkat kawasan, Indonesia mendorong penggunaan
pendekatan human security dengan menempatkan perlindungan masyarakat sipil, penanganan
pengungsi, serta pembukaan akses humanitarian assistance sebagai prioritas kolektif ASEAN. Strategi
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ini memungkinkan krisis Rohingya dibahas secara berkelanjutan tanpa harus menabrak prinsip non-
interference. Dengan demikian, Indonesia berfungsi sebagai aktor pendorong yang memastikan isu
kemanusiaan tetap berada dalam arus utama diskursus kawasan. Secara empiris, keberhasilan Indonesia
mengarusutamakan isu Rohingya tercermin dalam meningkatnya intensitas pembahasan Myanmar
pada forum tingkat tinggi ASEAN sejak 2017. Dokumen resmi seperti Chairman’s Statement, Joint
Communiqué, serta laporan Sekretariat ASEAN menunjukkan bahwa dimensi kemanusiaan Rakhine
secara konsisten menjadi agenda pembahasan kawasan. Laporan media internasional seperti Reuters,
BBC News, dan Channel News Asia juga menyoroti peran diplomatik Indonesia dalam mendorong
solidaritas regional terhadap krisis Rohingya.

Selain mendorong artikulasi normatif, Indonesia juga mengarahkan penguatan respons pada
dimensi institusional. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi peran ASEAN Coordinating Centre for
Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) serta penguatan dialog ASEAN
dengan mitra internasional. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia tidak
berhenti pada produksi komitmen politik, tetapi juga diarahkan pada penguatan instrumen
implementatif kawasan. Berdasarkan Chairman’s Statement dan Joint Communiqué ASEAN sejak
2017, isu Myanmar dan dimensi kemanusiaan Rohingya secara konsisten masuk dalam agenda resmi
kawasan. Intensitas pembahasan meningkat setelah adopsi Five-Point Consensus tahun 2021 yang
kemudian dijadikan kerangka utama ASEAN dalam merespons krisis Myanmar, termasuk implikasi
kemanusiaannya terhadap populasi sipil di Rakhine State (Oktaviani & Riva, 2022).

Data laporan AHA Centre memperlihatkan bahwa ASEAN telah melaksanakan Joint Needs
Assessment sebagai dasar identifikasi kebutuhan dan distribusi bantuan kemanusiaan di Rakhine State.
Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang paling aktif mendorong perluasan mandat operasional
lembaga tersebut agar respons ASEAN berbasis kebutuhan faktual di lapangan. Implementasi asesmen
ini kemudian menjadi rujukan distribusi logistik, layanan kesehatan, serta bantuan kebutuhan dasar
bagi komunitas terdampak Sementara itu, data United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR) menunjukkan bahwa arus pengungsi Rohingya menuju negara-negara Asia Tenggara masih
terus berlangsung sejak 2017. Laporan UNHCR dan berbagai publikasi jurnal kemanusiaan mencatat
peningkatan pergerakan pengungsi ke Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia, terutama melalui jalur laut.
Kondisi ini memperkuat argumentasi diplomasi Indonesia bahwa krisis Rohingya memiliki implikasi
langsung terhadap stabilitas kawasan, khususnya terkait irregular migration, perdagangan manusia, dan
keamanan maritim (Dewansyah et al., 2020).

Penelitian ini menggunakan pernyataan resmi Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik
Indonesia, yang merepresentasikan posisi kebijakan luar negeri Indonesia kontemporer. Dalam
pernyataan resminya terkait peran ASEAN dalam merespons krisis Myanmar, ia menyatakan:
“Indonesia supports ASEAN-led efforts to address the humanitarian crisis in Myanmar and encourages
all ASEAN member states to remain united in implementing the Five-Point Consensus.” (AseanAll,
2025). Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk menempatkan ASEAN sebagai
platform utama penanganan krisis kemanusiaan kawasan, sekaligus menekankan pentingnya kesatuan
politik ASEAN dalam mengimplementasikan konsensus yang telah disepakati. Upaya Indonesia dalam
membawa krisis Rohingya ke dalam prioritas kawasan dapat dianalisis melalui konsep agenda-setting
dalam hubungan internasional. Melalui diplomasi persisten dan pemanfaatan forum multilateral,
Indonesia berupaya memastikan bahwa isu kemanusiaan Rohingya tetap memperoleh perhatian
kolektif meskipun terdapat resistensi normatif dan politik di antara negara anggota. Dalam perspektif
defensive neorealism, strategi tersebut mencerminkan rasionalitas negara dalam menjaga stabilitas
kawasan melalui instrumen nonkoersif.
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Indonesia tidak mendorong intervensi langsung, melainkan membangun konsensus gradual
yang dapat diterima seluruh anggota. Pendekatan ini selaras dengan kepentingan nasional Indonesia
untuk mencegah eskalasi ancaman keamanan non-tradisional, terutama yang berkaitan dengan arus
pengungsian dan instabilitas regional (Ramadhony & Firmansyah, 2022). Meski demikian, efektivitas
pengarusutamaan krisis Rohingya di tingkat ASEAN tetap dibatasi oleh struktur pengambilan
keputusan berbasis konsensus. Ketergantungan pada persetujuan seluruh negara anggota menyebabkan
respons kawasan cenderung normatif dan kompromistis. Situasi ini membatasi kemampuan ASEAN
untuk melahirkan kebijakan yang mengikat dan transformatif, sebagaimana tercermin dalam
lambannya implementasi Five-Point Consensus dan terbatasnya akses kemanusiaan di wilayah konflik.
Dengan demikian, peran Indonesia dalam menangani krisis Rohingya melalui ASEAN lebih
mencerminkan kepemimpinan normatif dan pemeliharaan agenda kawasan. Indonesia berhasil
mempertahankan perhatian kolektif ASEAN terhadap krisis kemanusiaan Rohingya sekaligus
menegaskan relevansi ASEAN sebagai aktor regional, meskipun kapasitas implementatifnya masih
menghadapi keterbatasan struktural yang signifikan.

Diplomasi Dialog Indonesia dengan Otoritas Myanmar

Dalam merespons krisis Rohingya dan dinamika politik Myanmar, Indonesia menempubh jalur
diplomasi dialog dengan otoritas Myanmar, termasuk aktor yang memiliki kendali de facto pascakudeta
militer 2021. Pendekatan ini dilaksanakan melalui pertemuan diplomatik terbatas serta komunikasi
tidak langsung yang dirancang secara hati-hati. Tujuan utamanya adalah membuka ruang dialog dan
memastikan akses kemanusiaan, bukan memberikan legitimasi politik terhadap otoritas militer
Myanmar (Rachmat, 2022). Indonesia memosisikan keterlibatan diplomatik tersebut sebagai bagian dari
strategi constructive engagement yang berorientasi pada stabilitas kawasan dan perlindungan
kemanusiaan. Dalam kerangka ini, interaksi diplomatik dipahami sebagai instrumen untuk menjaga
keterhubungan komunikasi agar ASEAN tetap memiliki saluran diplomatik dengan Myanmar di tengah
memburuknya situasi politik domestik negara tersebut (Isjchwansyah, 2023). Keterlibatan dialog
Indonesia juga dilaksanakan selaras dengan mandat kawasan, khususnya dalam konteks implementasi
Five-Point Consensus. Indonesia berupaya menjembatani komunikasi antara Myanmar dan ASEAN,
terutama terkait penghentian kekerasan, pembukaan akses bantuan, serta dorongan terhadap dialog
inklusif.

Peran mediasi terbatas ini mencerminkan upaya menjaga relevansi diplomasi ASEAN tanpa
melanggar prinsip kedaulatan negara anggota. Secara empiris, dokumentasi resmi Kementerian Luar
Negeri Republik Indonesia, laporan ASEAN, serta liputan media internasional menunjukkan bahwa
Indonesia beberapa kali melakukan komunikasi diplomatik dengan otoritas Myanmar, baik secara
bilateral maupun dalam kerangka ASEAN. Pertemuan tersebut berlangsung dalam format formal
maupun informal dan difokuskan pada isu kemanusiaan serta implementasi konsensus kawasan.

Laporan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) dan
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) menegaskan bahwa akses bantuan
kemanusiaan ke wilayah terdampak konflik di Myanmar sangat bergantung pada keberadaan
komunikasi dengan otoritas yang menguasai wilayah. Pembatasan akses, perizinan distribusi logistik,
serta keamanan pekerja kemanusiaan menjadi faktor yang hanya dapat dinegosiasikan melalui jalur
diplomatik. Kondisi tersebut memperkuat argumentasi Indonesia bahwa dialog diplomatik merupakan
prasyarat teknis untuk memastikan distribusi bantuan dapat berlangsung (Galang Tanjung, 2021).
Selain itu, berbagai laporan media internasional menyoroti pendekatan Indonesia sebagai bentuk
pragmatic humanitarian diplomacy. Reuters dan Channel News Asia melaporkan bahwa Indonesia
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tetap mempertahankan komunikasi dengan junta Myanmar meskipun banyak negara Barat memilih
pendekatan isolasi. Media tersebut menilai strategi Indonesia bertujuan menjaga akses bantuan dan
mencegah Myanmar keluar sepenuhnya dari mekanisme diplomasi ASEAN. Data tersebut
menunjukkan bahwa meskipun interaksi diplomatik tidak sertamerta menghasilkan perubahan politik,
keberadaannya memiliki fungsi instrumental dalam menjaga akses kemanusiaan dan mencegah isolasi
total Myanmar dari lingkungan regional. Penelitian ini menggunakan pernyataan resmi Retno L.P.
Marsudi yang secara langsung terlibat dalam diplomasi ASEAN-Myanmar. Dalam keterangannya
mengenai pendekatan Indonesia, ia menyatakan: “Engagement does not mean recognition. Indonesia’s
approach is to keep communication channels open to push for humanitarian access and inclusive
dialogue.” (United Station, 2024).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dialog dengan otoritas Myanmar diposisikan sebagai
instrumen pragmatis untuk mendorong akses kemanusiaan dan dialog inklusif, bukan sebagai bentuk
pengakuan politik. Pertemuan diplomatik Indonesia dengan otoritas Myanmar dapat dianalisis melalui
konsep constructive engagement dan diplomasi kemanusiaan. Dialog dimanfaatkan sebagai sarana
memengaruhi perilaku aktor politik melalui komunikasi, persuasi, dan kehadiran diplomatik
berkelanjutan, bukan melalui tekanan koersif. Indonesia berupaya menjaga Myanmar tetap berada
dalam orbit dialog ASEAN meskipun ruang pengaruh yang tersedia terbatas. Pertemuan diplomatik
Indonesia dengan otoritas Myanmar dapat dianalisis melalui konsep constructive engagement dan
diplomasi kemanusiaan. Dialog dimanfaatkan sebagai sarana memengaruhi perilaku aktor politik
melalui komunikasi, persuasi, dan kehadiran diplomatik berkelanjutan. Indonesia berupaya menjaga
Myanmar tetap berada dalam orbit dialog ASEAN meskipun ruang pengaruh yang tersedia terbatas.
Dalam perspektif defensive neorealism, strategi ini mencerminkan rasionalitas Indonesia dalam
menjaga stabilitas kawasan. Isolasi total Myanmar berpotensi memperdalam instabilitas regional,
memperbesar arus pengungsi, serta meningkatkan ancaman keamanan non-tradisional. Oleh karena
itu, pendekatan dialog terbatas dipandang sebagai opsi paling moderat dan realistis dalam struktur
politik Asia Tenggara. Meski demikian, pendekatan ini memiliki keterbatasan. Interaksi diplomatik
yang terbangun belum diikuti kemajuan substantif dalam penghentian kekerasan maupun
perlindungan hak asasi manusia, termasuk terhadap komunitas Rohingya.

Laporan lembaga HAM internasional dan media global menunjukkan bahwa pelanggaran
kemanusiaan masih terus terjadi di beberapa wilayah konflik Myanmar meskipun komunikasi
diplomatik tetap berlangsung. Dengan demikian, diplomasi dialog Indonesia dengan otoritas Myanmar
merepresentasikan strategi mitigasi krisis yang bersifat pragmatis dan defensif. Pendekatan ini relatif
berhasil menjaga akses kemanusiaan dan keberlanjutan komunikasi kawasan, namun belum mampu
mendorong perubahan struktural yang signifikan dalam penyelesaian krisis Rohingya maupun konflik
politik internal Myanmar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa diplomasi
kemanusiaan Indonesia dalam penanganan krisis Rohingya di Myanmar melalui forum ASEAN
merupakan refleksi dari komitmen Indonesia dalam mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sekaligus
menjaga stabilitas kawasan. Diplomasi tersebut dijalankan melalui pendekatan persuasif, dialogis, dan
kooperatif, baik melalui jalur bilateral dengan Myanmar maupun melalui mekanisme multilateral
ASEAN.

Indonesia secara konsisten berupaya mendorong isu Rohingya tetap menjadi agenda regional
dengan membingkainya sebagai persoalan kemanusiaan, bukan semata isu domestik Myanmar. Strategi
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ini memungkinkan Indonesia tetap memainkan peran aktif tanpa secara langsung melanggar prinsip
non-interference yang menjadi norma dasar ASEAN.

Dalam praktiknya, Indonesia memanfaatkan berbagai forum seperti ASEAN Ministerial
Meeting, KTT ASEAN, serta mendorong optimalisasi peran ASEAN Coordinating Centre for
Humanitarian Assistance (AHA Centre) dalam penyaluran bantuan. Namun demikian, efektivitas
diplomasi kemanusiaan Indonesia menghadapi berbagai keterbatasan struktural. Prinsip non-
interference, perbedaan kepentingan politik antarnegara anggota, serta resistensi pemerintah Myanmar
terhadap tekanan eksternal menjadi faktor utama yang membatasi respons kolektif ASEAN.

Selain itu, kapasitas kelembagaan ASEAN yang masih terbatas dalam menangani konflik intra-
negara berdampak pada lambat dan tidak tegasnya penanganan krisis. Meskipun memiliki keterbatasan,
diplomasi Indonesia tetap menghasilkan capaian penting, khususnya dalam membuka akses bantuan
kemanusiaan, menjaga keberlanjutan dialog regional, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor
normatif di kawasan.

Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi kemanusiaan Indonesia berfungsi tidak hanya sebagai
instrumen kebijakan luar negeri, tetapi juga sebagai sarana membangun kepemimpinan moral dan
politik Indonesia di Asia Tenggara. Dengan demikian, keberhasilan diplomasi kemanusiaan Indonesia
sangat dipengaruhi oleh kemampuan menavigasi norma kedaulatan ASEAN, membangun konsensus
regional, serta mengombinasikan pendekatan kemanusiaan dengan strategi diplomasi yang adaptif
terhadap dinamika politik kawasan..
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